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Abstrak : Subsidized fertilizer are the procurement and distribution fertilizer that 
subsidies from the government to the needs of farmers  based on the government 
programs in agriculture. For the distribution the producers working with 
transport companies, therefore made transport agreement between the producers 
and the transport companies prior to the transportation of subsidized fertilizer. 
Regarding the law of the land transport rules regulated in Act Number 22 year 
2009 on Road Traffic and Transport. 
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Latar Belakang 
Dalam kehidupan sehari-hari pengangkutan memiliki peranan yang 
sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari 
zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada 
taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan 
pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan 
peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun 
teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.
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Pentingnya pengangkutan ditujukan untuk membantu manusia untuk 
berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan 
perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.
2
 Dalam 
dunia perniagaan pun untuk memenuhi kebutuhan, seperti hasil kebun, pertanian, 
peternakan dan lain sebagainya, diperlukan juga adanya jasa pengangkutan. 
Adanya jasa angkutan tersebut, untuk mengantarkan barang-barang ke tempat 
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tujuan akhir penjualannya seperti pasar, mall dan tempat-tempat lainnya. Barang-
barang yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya 
dengan cara pengangkutan. Peranan pengangkutan juga mencakup aktivitas 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai transportasi untuk 
pergi bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Selain fungsi-fungsi di 
atas, adanya pengangkutan juga bergungsi untuk melancarkan arus barang dan 
mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber 
ekonomi secara optimal. 
Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Pasal 186 disebutkan tentang kewajiban Pengangkut kepada 
penumpang atau barangnya: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut 
orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan 
pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”. 
Adapun dalam penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada 
pengangkutan barang melalui darat berupa pupuk urea kantong bersubsidi yang    
dilakukan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda. PT. Pupuk Iskandar Muda atau biasa 
disebut PIM. PIM adalah anak perusahaan PT. Pusri (persero) yang bergerak di 
bidang industri kimia khususnya memproduksi pupuk urea dan amonia. PT. PIM 
didirikan pada tahun 1982 berkedudukan di Krueng Geukueh, Dewantara, Aceh 
Utara. Berjarak 274 km arah tenggara Banda Aceh atau 335 km arah barat laut 
Medan. Memasok kebutuhan pupuk untuk petani dan perkebunan di wilayah 
Sumatera bagian utara (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepulauan Riau. 
Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (PT. Pupuk 
Iskandar Muda dan perusahaan pengangkutan) tentang pengangkutan pupuk urea 
kantong bersubsidi ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan 
dibahas secara terperinci, yaitu bagaimana bentuk dan isi perjanjian pengangkutan 
darat pupuk urea  bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda, bagaimana tanggung 
jawab pihak pengangkut dalam pengangkutan darat pupuk urea bersubsidi, 
bagaimana cara penyelesaian dan pembayaran ganti rugi kepada pihak pengirim 
barang atas kerusakan dan kehilangan barang. 
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Adapun dalam penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada 
pengangkutan barang melalui darat berupa pupuk urea kantong bersubsidi yang    
dilakukan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda. PT. Pupuk Iskandar Muda atau biasa 
disebut PIM. PIM adalah anak perusahaan PT. Pusri (persero) yang bergerak di 
bidang industri kimia khususnya memproduksi pupuk urea dan amonia.  PT. PIM 
didirikan pada tahun 1982 berkedudukan di Krueng Geukueh, Dewantara, Aceh 
Utara. Berjarak 274 km arah tenggara Banda Aceh atau 335 km arah barat laut 
medan. Memasok kebutuhan pupuk untuk petani dan perkebunan di wilayah 
Sumatera bagian utara (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepulauan Riau. 
Pengangkutan pupuk urea kantong bersubsidi ke daerah-daerah itu sangat 
penting agar tidak terjadi kelangkaan pupuk. Keberadaan pupuk sangat penting 
dan menjadi kebutuhan strategis guna mendapatkan produktifitas dan mutu hasil 
yang optimal dalam dunia pertanian. Sebagai salah satu sarana produksi pertanian, 
pupuk memiliki peranan penting dalam mendukung program ketahanan pangan 
nasional , sehingga ketersediaan pupuk mutlak diperlukan. Terutama tersedianya 
pupuk bersubsidi bagi petani. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan 
penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang 
dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Subsidi dari 
pemerintah ini bertujuan agar  petani mendapatkan harga pupuk yang lebih rendah 
dibandingkan dengan harga pupuk untuk sektor perkebunan dan industri.
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Perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara pengguna jasa 
dengan pengangkutan, dimana kedua belah pihak masing-masing berhak dan 
mempunyai kewajiban.  Abdulkadir berpendapat defenisi pengangkutan adalah 
proses kegiatan memuat barang dan penumpang ke dalam alat pengangkut, 
membawa barang dan penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan 
menurunkan dari alat pengangkut satu tempat yang ditentukan.
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Dengan demikian pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu 
memuat barang kedalam angkutan serta membawanya tempat tujuan dengan 
selamat.  Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi 
untukmembawa orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan 
pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.  Menyadari peran 
perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa angkutan untuk keperluan umum.  Dalam pemberian jasa angkutan seperti 
halnya perjanjian-perjanjian yang lain siapa saja diberi kebebasan yang seluas-
luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pemngangkutan mempunyai 
tanggung jawab besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya 
yaitu menyelenggarakan pengangkutan.  Subjek-subjek dalam hukum 
pengangkutan yaitu siapa saja yang mendukung ahk dan kewajiban dalam 
hubungan hukum pengangkutan. Pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pihak 
pengangkut (pihak yang menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau 
barang dari satu kelain tempat) dan pihak pemberi pekerjaan (pihak yang 
menyanggupi akan membayar ongkosnya). 
Asas asas yang terkandung didalam perjanjian pengangkutan yaitu asas 
transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas manfaat, asas 
efisien dan efektif, asas seimbang asas terpadu, dan asas mandiri. 
Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah 
pihak, yaitu pihak pengangkut dan pengirim.  Antara kedua belah pihak tersebut 
tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses 
penyelenggaraan pengangkutan. 
Proses penyelenggaraan pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan 
pemindahan orang atau benda ke tempat tujuan.  Pada angkutan darat dengan 
kendaraan bermotor tempat pemuatan dan pembongkaran barang tersebut di 
terminal.  Proses penyelenggaraan pengangkutan melalui darat, meliputi beberapa 
tahap kegiatan, yaitu tahap pemuatan barang atau orang di terminal 
pemberangkatan, tahap pelaksanaan angkutan dan tahap penurunan dan 
pembongkaran barang atau orang di terminal tujuan. 
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Untuk pengangkutan barang dengan sistem Multimoda Transport 
Operator pengirim dalam perjanjian pengangkutan barang adalah perusahaan 
forwarding yang berdasarkan perjanjian pengangkutan antara pemilik barang 
dengan perusahaan forwading. Oleh karena perusahaan forwarding tidak 
mempunyai penmgangkutan darat, maka perusahaan tersebut dapat menyerahkan 
kepada perusahaan lain, dengan tanggung jawab tetap berada pada perusahaan 
forwading. Jadi bila terjadi kerusakan barang dalam pengangkutan tersebut, 
pemilik/penerima barang hanya dapat menuntut kepada perusahaan forwarding 
yang diberikan kuasa untuk mengangkut barang tersebut sampai ke tujuan barang 
yang dilaksanakan oleh pengirim barang tersebut sampai ke tujuan.
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Jenis pengangkutan terdiri atas dua yaitu pengangkutan jalan raya dan 
angkutan jalan rel atau kereta api.  Kewajiban pengangkut ialah 
menyelenggarakan pengangkutan baik penumpang maupun barang mulai dari 
tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Khususnya terhadap 
angkutan barang, apabila sampai ditempat tujuan kemungkinan yang bisa terjadi 
barangnya ada tapi rusak sebagian atau seluruhnya sehingga tidak dapat 
digunakan sebagaimana mestinya atau atau barangnya tidak ada disebabkan 
karena terbakar, tenggelam, dicuri orang dan     lain-lain. Kalau barang muatan 
tidak ada atau tetap ada tapi rusak, maka menjadi tanggung jawab pengangkut. 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setiap pengangkut yang melakukan 
kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab 
membayar segala kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut.  Beban 
pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini 
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal 
act) sebagai aturan umum (general rule).  Sedangkan aturan khusus ditentukan 
dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.
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Adapun maksud dan tujuan penulisan di dalam pokok pembahasan tugas 
akhir berupa skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk serta isi dari perjanjian 
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pengangkutan darat pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda, untuk 
mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut dalam pengangkutan darat pupuk 
urea bersubsidi, untuk mengetahui cara penyelasaian dan pembayaran ganti rugi 
kepada pihak pengirim barang atas kerusakan dan kehilangan barang. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 
manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 
lainnya.
7
 Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau 
mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan 
diteliti. 
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative .Tipe penelitiannya 
penelitian non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan 
teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum 
dimasyarakat.
8
 Penulis juga melakukan Library Research (Penelitian Kepustakaan) 
yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya dinamakan data sekunder.
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Pada penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan data dasar 
yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, 
bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa 
melihat waktu dan tempat. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara 
meneliti dari bahan pustaka atau data-data sekunder ataupun peraturan perundang-
undangan dan perjanjian-perjanjian yang ada. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library 
Research (Penelitian Kepustakaan).  Penelitian ini dilakukan dengan cara 
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membaca, mempelajari, menafsirkan, memindahkan sumber-sumber dari bacaan 
atau bahan-bahan tertulis seperti      buku-buku, internet, peraturan-peraturan dan 
sebagainya yang dapat mendukung pembahasan dalam penulisan skripsi ini,  field 
Research (Penelitian Lapangan) adalah upaya pengumpulan data dengan cara 
datang langsung ke lapangan, wawancara (interview) yaitu dalam metode ini 
secara langsung diadakan wawancara (interview) dengan manager distribusi di 
PT.Pupuk Iskandar Muda untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Menurut surat perjanjian kontrak yang dilakukan antara pihak ekspeditur 
atau pengangkut dan pihak PIM atau pihak pengirim sesuai dengan surat kontrak 
nomor 16/SP/DIR/PIM/LSM/2012 bentuk perjanjiannya merupakan perjanjian 
baku karena pihak pengangkut hanya menandatangani sedangkan pihak pengirim 
yang membuat kontrak.  dan isi dari perjanjiannya adalah dari PIM. PIM akan 
menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ekspeditur sebagai dasar 
Ekspeditur melaksanakan Pekerjaan. Ekspeditur berkewajiban menyediakan tenaga 
kerja yang terampil dan jumlah yang cukup serta peralatan yang memadai untuk 
melaksanakan pekerjaan, Ekspeditur berkewajiban mengambil langkah-langkah 
pencegahan dan bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kecelakaan kerja 
pada tenaga kerjanya dan peralatan yang berada di areal pekerjaan. Selain 
ketentuan di dalam Perjanjian ini, maka Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/2011 adalah juga merupakan dasar 
pelaksanaan Pekerjaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian ini. 
Tanggung jawab pihak pengangkut terdapat dalam surat perjanjian 
kontrak nomor 16/SP/DIR/PIM/LSM/2012 antara lain Ekspeditur bertanggung 
jawab atas mutu barang dan kemasan, jumlah barang dan keamanan pupuk 
tersebut sehingga sampai di gudang PIM atau Gudang Distributor atau tempat lain 
yang ditunjuk oleh PIM, keamanan pengangkut baik dari tindakan kriminal 
maupun tindakan lainnya, keterlambatan menyampaikan pupuk kantong 
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bersubsidi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan oleh pihak PIM, 
kelalaian dan kerusakan/sobek kantong sehingga mengakibatkan pupuk kantong 
bersubsidi yang diangkut oleh Ekspeditur tidak dapat digunakan sebagian maupun 
seluruhnya, kehilangan pupuk kantong bersubsidi yang diangkut, kesalahan 
tempat tujuan pengirim yang telah ditentukan oleh PIM, kerugian atau kerusakan 
yang timbul karena kelalaian, kesengajaan atau ketidaksengajaan sehingga 
mengakibatkan timbulnya kerusakan barang-barang bangunan dan sarana lainnya 
di gudang pemuatan dan atau pembongkaran, setiap pelanggaran hukum yang 
timbul akibat perbuatan Ekspeditur karena pelaksanaan pekerjaan ini, perbuatan 
yang dilakukan oleh pegawai, supir dan atau kernet Ekspeditur baik yang 
disengaja maupun tidak disengaja mengakibatkan terjadinya perbuatan butir a 
sampai dengan g ayat ini, setiap klaim atau tuntutan hukum yang timbul baik dari 
pihak PIM maupun dari pihak lainnya berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian 
ini. 
Penyelesaian sengketa antara pihak ekspeditur dan pihak PIM belum 
pernah terjadi sebelumnya namun apabila ada perselisihan maka akan diselesaikan 
secara muyawarah untuk mencapai kata mufakat, namun apabila dengan cara 
musyawarah tidak mencapai perdamaian tidak menutup kemungkinan proses 
penyelesaian dilakukan di meja pengadilan. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
Melalui uraian-uraian tersebut, diambil kesimpulan sesuai dengan 
permasalahan yang telah diajukan sebagai berikut : 
1. Menurut surat perjanjian kontrak yang dilakukan antara pihak ekspeditur atau 
pengangkut dan pihak PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) atau pihak pengirim 
sesuai dengan surat kontrak nomor 16/SP/DIR/PIM/LSM/2012 bentuk 
perjanjiannya merupakan perjanjian baku karena pihak pengangkut hanya 
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menandatangani sedangkan pihak pengirim yang membuat kontrak.  Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/2011 
merupakan dasar pelaksanaan Pekerjaan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian ini. 
2. Tanggung jawab pihak pengangkut terdapat dalam surat perjanjian kontrak 
nomor 16/SP/DIR/PIM/LSM/2012 yaitu Ekspeditur bertanggung jawab atas 
mutu barang tersebut sehingga sampai di gudang yang ditunjuk oleh PIM, 
keamanan pengangkutan baik dari tindakan kriminal maupun tindakan 
lainnya, keterlambatan, kelalaian dan kerusakan/sobek kantong sehingga 
mengakibatkan pupuk kantong bersubsidi yang diangkut oleh Ekspeditur tidak 
dapat digunakan sebagian maupun seluruhnya, kehilangan Pupuk Kantong 
Bersubsidi yang diangkut, kesalahan tempat tujuan, kerugian atau kerusakan 
yang timbul karena kelalaian, kesengajaan atau ketidaksengajaan sehingga 
mengakibatkan timbulnya kerusakan barang-barang bangunan dan sarana 
lainnya di gudang pemuatan dan atau pembongkaran. 
3. Penyelesaian sengketa antara pihak ekspeditur dan pihak PIM belum pernah 
terjadi sebelumnya namun apabila ada perselisihan maka akan diselesaikan 
secara muyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila dengan cara 
musyawarah tidak mencapai perdamaian tidak menutup kemungkinan proses 
penyelesaian diselesaikan di Pengadilan. 
 
B. Saran 
1. Pada pihak ekspeditur dan pihak PIM atau pihak pengirim agar  
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melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan itikad baik.  
Pihak PIM diharapkan tidak menyembunyikan cacat dari kondisi pupuk 
yang akan dikirim dan pihak ekspeditur dalam menjalankan pelaksanaan 
perjanjian harus mengikuti syarat-syarat yang telah disepakati. 
2. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak baik itu dari 
ekspeditur maupum pihak PIM sendiri, disengaja ataupun tidak disengaja, 
ataupun terjadi kesalahpahaman yg ditimbulkan oleh para pihak hendaklah 
diselesaikan secara bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan 
penyelesaian dijalur pengadilan menjadi jalan terakhir yang ditempuh 
apabila tidak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. 
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